[ SALINAN ]

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 6
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan

Perhubungan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 38 Tahun 2004
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6760);

Undang-Undang 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6645);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5961);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5310);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5086);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

Menetapkan

dan
BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 6
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu
Bara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara 6)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut :
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.

2. Bupati adalah Bupati Batu Bara.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Batu
Bara.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Batu Bara.

7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya
disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan
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Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna
Jalan, serta pengelolaanya.

Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang
Lalu Lintas Jalan.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang
dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
serangkaian Simpul dan/ atau ruang kegiatan yang
saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi
pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa
terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan
sungai dan danau, dan/ atau bandar udara.

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang
meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas,
alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alat
pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas
pendukung.

Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di Jalan yang
terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak
Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain
Kendaraan yang berjalan diatas rel.

Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan
yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan
yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau
orang dengan dipungut bayaran.

Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang
diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang,
dan/ atau barang yang berupa jalan dan fasilitas
pendukung.

Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan
bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan
tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan
tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali

jalan rel dan Jalan kabel.

jdih.batubarakab.go.id



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Jalan Daerah adalah jalan umum dalam sistem jaringan
sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan
dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan
dengan persil serta menghubungkan antar pusat
permukiman yang berada di dalam kabupaten.

Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan
keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang,
serta perpindahan moda angkutan fasilitas pelabuhan
yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal
bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat
menunggu dan naik turun penumpang.

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak
bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan
pengemudinya.

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan
yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau
perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan,
perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah
serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan
pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka
mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang
untuk melakukan penyidikan.

Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri
atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan,
dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
Angkutan Laut, Sungai dan Danau adalah kegiatan
mengangkut dan/atau memindahkan penumpang
dan/atau barang dengan menggunakan kapal di Laut,
Sungai dan/atau Danau di dalam Daerah.

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah
perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal
khusus yang digunakan secara langsung untuk
kegiatan pelabuhan.

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan

disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan
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yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan
pelayaran.

Penerbangan adalah suatu kesatuan sistim yang terdiri
atas pemanfaatan wilayah wudara, pesawat udara,
bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan,
keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia,
serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk
penyelenggaraan transportasi kereta api.

Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut
Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak
Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/
atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam
bentuk dokumen  Andalalin atau  perencanaan
pengaturan lalu lintas.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan wusaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan
yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum
yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau
barang dengan Kendaraan Bermotor umum.

Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang
telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian,
dan kualifikasi di bidangnya.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga

mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk
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kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar
muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh
kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan Pelayaran dan  kegiatan  penunjang
Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-
dan/atau antarmoda transportasi.

Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang
memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan
pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis
muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan
kesehatan  penumpang, status  hukum  kapal,
manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran
dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk

berlayar di perairan tertentu.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 33

(1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap

kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi,

muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.

(2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan

kelas I ditentukan :

a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima
ratus lima puluh) milimeter;

b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan
belas ribu) milimeter;

c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua
ratus) milimeter; dan

d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

(3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan

kelas II ditentukan :
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a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima
ratus lima puluh) milimeter;

b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas
ribu) milimeter;

c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua
ratus) milimeter; dan

d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

(4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan

kelas III ditentukan :

a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua
ratus) milimeter;

b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu)
milimeter;

c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima
ratus) milimeter; dan

d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

(1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat
kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati
Kendaraan Bermotor dengan ukuran :

a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus)
milimeter;

b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu)
milimeter; dan

c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter.

(2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara

Jalan sesuai dengan kewenangan.

Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 75

(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan,
permukiman, dan infrastruktur yang akan

menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan,
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ketertiban dan kelancaran LLAJ pada Jalan Daerah
wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Dokumen analisis dampak Lalu Lintas terintegrasi
dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan
hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan

upaya pemantauan lingkungan hidup.

Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 3 (tiga) Pasal,
yakni Pasal 75A, Pasal 75B dan Pasal 75C yang berbunyi

sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 75A

Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
ayat (1) berupa bangunan untuk :

kegiatan perdagangan;

kegiatan perkantoran;

kegiatan industri;

kegiatan pariwisata;

fasilitas pendidikan;

fasilitas pelayanan umum; dan/atau

@ ™ 0o o 06 o P

kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan

dan/atau tarikan Lalu Lintas.

Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

ayat (2) berupa :

a. perumahan dan permukiman;

b. rumah susun dan apartemen; dan/atau

c. permukiman lain yang dapat menimbulkan
bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

ayat (2) berupa :

a. akses ke dan dari Jalan tol;

b. pelabuhan;

bandar udara;

Terminal;

stasiun kereta api;

tempat penyimpanan Kendaraan;

fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau

=S R S S

infrastruktur lain yang dapat menimbulkan

bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
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Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang
wajib  dilakukan analisis dampak Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak
bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;

b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang;

dan

c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori skala dampak
bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 75B

Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan

analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya

pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan

Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

(1)

(2)

Pasal 75C

Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan

analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala

dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75A ayat (4) untuk kegiatan yang diajukan
oleh pengembang atau pembangun.

Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang
tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan
untuk menyampaikan dokumen analisis dampak
Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang
memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis

dampak Lalu Lintas;
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b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang
sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan
untuk menyampaikan rekomendasi teknis
penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh
tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi
penyusun analisis dampak Lalu Lintas; atau

c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang
rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan
untuk :

1. memenuhi standar teknis penanganan dampak
Lalu Lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri;
dan

2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan
rencana pembangunan atau pengembangan yang
akan dilaksanakan.

(3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen
analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan
dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup
atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup.

(4) Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu
Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b diterbitkan oleh Menteri.

Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 77

(1) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75C ayat (2) huruf a paling
sedikit memuat :

a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu
Lintas;

b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat
ini;

c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah
teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip

rate yang ditetapkan secara nasional;
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. analisis distribusi perjalanan;

analisis pemilihan moda;

analisis pembebanan perjalanan;

. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap

analisis dampak Lalu Lintas;

.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan

dampak Lalu Lintas;

rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau
Pemerintah ~ Daerah dan pengembang  atau
pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam huruf h;

. rencana pemantauan dan evaluasi; dan

. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau

dikembangkan.

Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75C ayat (2) huruf

b paling sedikit memuat :

a.

analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat
ini;

simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan
terhadap analisis dampak Lalu Lintas;

rekomendasi dan rencana implementasi penanganan
dampak Lalu Lintas;

rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau
Pemerintah @ Daerah dan  pengembang atau
pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

rencana pemantauan dan evaluasi; dan

gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau

dikembangkan.

Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75C ayat (2)

huruf c angka 1 meliputi :

a.

rekomendasi dan rencana implementasi penanganan
dampak Lalu Lintas;

rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau
Pemerintah = Daerah dan  pengembang atau
pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

rencana pemantauan dan evaluasi.
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Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 77A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77A

Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75C ayat (2) harus mendapat persetujuan dari
Bupati.

Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 78

(1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77A, pengembang atau pembangun harus
menyampaikan hasil analisis dampak Lalu Lintas sesuai
dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan
yang ditimbulkan kepada Bupati.

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah seluruh dokumen lengkap.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas diatur

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 7 (tujuh) Pasal,
yakni Pasal 78A, Pasal 78B, Pasal 78C, Pasal 78D, Pasal
78E, Pasal 78F dan Pasal 78G yang berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 78A

(1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas berupa
dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan
dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi,
maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari
tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.

(2) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh

Bupati.
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Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur
pembina sarana dan prasarana Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga)
orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (orang)
anggota.

Ketua tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki
sertifikat kompetensi penilai analisis dampak Lalu
Lintas.

Pasal 78B

Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78A mempunyai tugas:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak
Lalu Lintas yang berupa dokumen analisis dampak Lalu
Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan
Lalu Lintas yang tinggi; dan

menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam

hasil analisis dampak Lalu Lintas.

Pasal 78C

Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77, Bupati meminta kepada pengembang atau
pembangun untuk membuat surat pernyataan
kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis
dampak Lalu Lintas.

Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab
perusahaan di atas materai.

Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari hasil analisis dampak Lalu Lintas.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan,

permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
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Pasal 78D

Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban
pengembang atau pembangun yang tercantum dalam
persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78C dilakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala.

Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim
monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diketuai oleh instansi pembina di bidang
sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
serta beranggotakan unsur dari instansi pembina di

bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 78E

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78D ayat (3) mempunyai tugas :

a.

(1)

(2)

melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan persetujuan hasil analisis dampak Lalu
Lintas baik pada masa kontruksi maupun operasional
kegiatan usaha; dan

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan
pemenuhan atas persetujuan hasil analisis dampak Lalu

Lintas yang telah ditetapkan.

Pasal 78F

Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar

pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78C ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh

pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan/pelayananan
umum,;

c. denda administratif; dan/atau
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d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak Lalu

Lintas dan/atau Perizinan Berusaha.

Pasal 78G

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78F ayat (2) huruf
a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu
masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak
melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka
waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara
kegiatan/pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari
kalender.

(3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak
melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai
denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari
nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang
atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78C ayat (4).

(4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal
pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan
puluh) hari kalender sejak pembayaran denda,
pengembang atau pembangun tidak melaksanakan
kewajibannya, maka persetujuan hasil analisis dampak
Lalu Lintas dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75B dibatalkan.

Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 84

(1) Kendaraan Bermotor yang akan dioperasikan di jalan
umum wajib dilakukan pengujian berkala.

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil
barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang

dioperasikan di jalan.
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(3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan :

a. pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala;
b. uji berkala pertama; dan
c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.

(4) Uji berkala pertama dan uji berkala perpanjangan masa
berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dan huruf c meliputi :

a. pemeriksaan persyaratan teknis;
b. pengujian persyaratan laik Jalan; dan

c. pemberian bukti lulus uji.

Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 85

(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat
(1) dilaksanakan oleh :

a. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Menteri;

b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang
mendapat Perizinan Berusaha dari Menteri; atau

c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan
Perizinan Berusaha dari Menteri.

(2) Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek dan unit
pelaksana pengujian swasta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ hanya melaksanakan
uji berkala perpanjangan masa berlaku.

(3) Unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib :

a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi
unit pelaksana pengujian dan sertifikasi tenaga
penguji;

b. mempertahankan mutu pengujian yang
diselenggarakan;

c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala
setiap penyelenggara pengujian kepada Menteri;

d. menggunakan peralatan pengujian; dan mengikuti
tata cara pengujian.

(4) Dalam hal unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah

tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
pelaksanaan uji berkala dilakukan oleh unit pelaksana

pengujian yang ditetapkan oleh Menteri.

12. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

13.

(1)

(2)

Pasal 86

Unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dapat

menyelenggarakan  pengujian  berkala Kendaraan

Bermotor setelah mendapat akreditasi dari Menteri.

Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), unit pelaksana uji berkala Kendaraan

Bermotor harus memenuhi persyaratan:

a. lokasi;

b. kompetensi tenaga penguji Kendaraan Bermotor;

c. standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian
berkala Kendaraan Bermotor;

d. standar peralatan pengujian Kendaran Bermotor;

e. keakurasian peralatan pengujian Kendaran
Bermotor;

f sistem dan tata cara pengujian Kendaraan Bermotor;
dan

g sistem informasi uji berkala Kendaraan Bermotor.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

(4)

paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi wunit
pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor

diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 93

(1) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan

bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana terdiri

atas :
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a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;

b. angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi
berbasis teknologi informasi;

c. angkutan orang dengan tujuan tertentu;

d. angkutan orang untuk keperluan wisata; dan

e. angkutan orang dikawasan tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan

angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum

tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Bupati.

Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 93A yang berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 93A

Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 93 huruf a merupakan pelayanan dari pintu

ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan

perkotaan.

Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan

menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diklasifikasikan menjadi :

a. reguler; dan

b. eksekutif.

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan

angkutan orang tidak dalam trayek dengan

menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :

a. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga)
ruang; dan

b. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2
(dua) ruang.

Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang

tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi

dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi

dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti

elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.
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15. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai

16.

berikut :

Pasal 120

(1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas
ekonomi pada trayek tertentu dan Angkutan barang
pada lintas tertentu dapat diberi subsidi oleh
Pemerintah Daerah dan dialokasikan kepada Dinas
selaku pengelola Angkutan Jalan.

(2) Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

kemampuan keuangan Daerah.

Di antara Pasal 120 dan Pasal 121 disisipkan 5 (lima) pasal,
yakni Pasal 120A, Pasal 120B, Pasal 120C, Pasal 120D,
Pasal 120E yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120A

(1) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas
ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 120 ayat (1), ditentukan berdasarkan :

a. faktor finansial; dan

b. faktor keterhubungan.

(2) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a meliputi :

a. trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan
dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan
aspek sosial politik;

b. trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan
khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa,;

c. trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif
keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli
masyarakat; atau

d. trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya
operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi :

jdih.batubarakab.go.id



23

a. trayek yang menghubungkan wilayah terisolir
dan/atau belum berkembang dengan kawasan
perkotaan yang belum dilayani angkutan umum;
dan

b. trayek yang melayani perpindahan Penumpang dari
angkutan penyeberangan perintis, angkutan laut
perintis, atau angkutan udara perintis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan trayek
tertentu diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 120B

Pemberian subsidi bagi angkutan barang pada lintas
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)
dengan kriteria :

a. menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar,
perbatasan, dan atau wilayah lainnya yang karena
pertimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani;

b. kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat
pelayanan angkutan barang;

c. mendorong pertumbuhan ekonomi;
sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan
tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;

e. melayani perpindahan barang dari angkutan laut
perintis;

f. melayani daerah transmigrasi dengan kawasan
perkotaan;

g. pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau

h. memberikan pelayanan angkutan barang yang
terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih

rendah.

Pasal 120C

(1) Besarnya subsidi angkutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 120 ayat (1) diberikan pada suatu trayek
tertentu berdasarkan :

a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan
dengan pendapatan operasional yang diperoleh

Perusahaan Angkutan Umum; atau
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b. biaya pengoperasian angkutan orang atau angkutan
barang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan
Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang
ditunjuk oleh pemberi subsidi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran

subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 120D

Pemberian subsidi penyelenggaraan angkutan Penumpang
umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau
angkutan barang pada lintas tertentu kepada Perusahaan
Angkutan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,
untuk angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan yang

berada dalam daerah, dan angkutan barang.

Pasal 120E

Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani
angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi
pada trayek tertentu atau angkutan barang bersubsidi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui
proses :
a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan
hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara
atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang

angkutan umum dengan prinsip penugasan.

Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 137
Setiap keandaraan bermotor umum dalam trayek wajib
singgah di terminal penumpang yang telah ditentukan,

kecuali ditetapkan lain dalam trayek yang telah disetujui

dalam Perizinan Berusaha.
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Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 140

(1) Pembangunan Terminal penumpang merupakan
tanggungjawab Pemerintah Daerah.

(2) Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
badan usaha milik desa dan swasta sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 141

Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 140 harus dilengkapi dengan :

a. rancang bangun;

b. buku kerja rancang bangun;

c. rencana induk terminal; dan

d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau
upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup

analisis dampak Lalu Lintas.

Di antara Pasal 141 dan Pasal 142 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 141A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 141A

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau
upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup
analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 141 huruf f disusun dan diterbitkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

Pasal 142

Setiap penyelenggara Terminal penumpang wajib
menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi
persyaratan keselamatan dan keamanan.

Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas :

a. fasilitas utama; dan

b. fasilitas penunjang.

Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib
melakukan pemeliharaan yang bekerja sama dengan
usaha mikro dan kecil.

Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk
usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh
persen).

Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro
dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan
memperhatikan persyaratan keselamatan dan
keamanan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tempat
usaha untuk kegiatan wusaha mikro dan kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Di antara Pasal 142 dan Pasal 143 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 142A yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(@)

(3)

Pasal 142A

Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang
diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.

Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja
Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab penyelenggara Terminal.

Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan
digunakan untuk pelaksanaan pembangunan,

pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
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(4) Dalam hal Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara
Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan
usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi,
dan swasta.

(5) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan
semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan

Terminal.

Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 164

Penyelenggaraan, perizinan, dan tarif angkutan perairan
dilaksanakan sesuai dengan kewenangan menurut

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 165

(1) Angkutan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
164 meliputi kegiatan :

a. angkutan laut, angkutan laut pelayaran-rakyat dan
angkutan sungai untuk kepentingan pariwisata;

b. angkutan laut, angkutan laut pelayaran-rakyat dan
angkutan sungai untuk mendukung usaha pokok;
dan

c. angkutan laut, angkutan laut pelayaran-rakyat,
angkutan sungai untuk kepentingan lainnya sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kegiatan Angkutan Laut dilakukan oleh badan usaha
dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang
memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki
oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(3) Kegiatan Angkutan Laut pelayaran-rakyat, angkutan
sungai dan danau dilakukan oleh orang perseorangan
atau badan wusaha dengan menggunakan kapal

berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
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kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal

berkewarga negaraan Indonesia.

Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 166

Pelaksana kegiatan Angkutan Laut, Angkutan Laut
Pelayaran-Rakyat dan Angkutan Sungai untuk mendukung
usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat
(1) huruf b wajib melaporkan pengoperasian kapalnya

kepada Bupati sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.

Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 169A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 169A

(1) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan
Berusaha untuk angkutan penyeberangan diberikan
oleh Bupati sesuai dengan domisili Badan Usaha.

(2) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk angkutan
penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib
memenuhi Perizinan Berusaha wuntuk persetujuan
pengoperasian kapal yang diberikan oleh Bupati bagi

kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam Daerah.

Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 170

(1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha yang akan melakukan kegiatan angkutan di
perairan wajib memenuhi Perizinan Berusaha.

(2) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan

Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
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(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

29

angkutan laut, angkutan laut pelayaran-rakyat, dan
angkutan sungai diberikan oleh Bupati.

Perizinan Berusaha untuk angkutan laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada badan usaha
yang berdomisili di daerah dan beroperasi pada lintas
pelabuhan di daerah.

Perizinan Berusaha untuk angkutan laut pelayaran-
rakyat diberikan kepada orang perseorangan warga
negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili di
daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah.
Perizinan Berusaha untuk angkutan sungai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada
orang perseorangan atau badan usaha yang berdomisili
di daerah.

Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk angkutan sungai kapal
yang dioperasikan wajib memenuhi Perizinan Berusaha
untuk trayek yang diberikan oleh Bupati bagi kapal
yang melayani trayek dalam daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha
orang perorangan warga Negara Indonesia dan/atau
Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat

(4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 173 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

Pasal 173

Rencana umum  jaringan laut, sungai dan
penyeberangan di daerah disusun secara berkala
dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas
Angkutan Laut, Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dan
Angkutan Sungai serta ruang kegiatan dalam Daerah.
Proses penyusunan dan penetapan rencana umum
jaringan laut dan sungai serta penyeberangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW).

Rencana umum jaringan Lalu Lintas Angkutan Laut

dan Sungai serta penyeberangan Daerah meliputi :
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studi kelayakan penyelenggaraan perjalanan
dengan moda laut dan sungai;

arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas Angkutan
Laut dan;

rencana lokasi dan kebutuhan Simpul;

rencana kebutuhan alur Lalu Lintas Angkutan
Laut, Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dan
Angkutan Sungai;

rencana penyediaan sarana transportasi Angkutan
Laut, Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dan
Angkutan Sungai;

rencana pemeliharaan fasilitas penyelenggaraan
Angkutan Laut dan Sungai;

rencana kegiatan pengaturan, pengawasan, dan
pengendalian operasional kegiatan Angkutan Laut,
Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat, dan Angkutan

Sungai.

29. Ketentuan Pasal 175 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 175

(1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri

(2)

(3)

(4)

atas :

a.

tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di
daratan (surface level heliport);

tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di
atas gedung (elevated heliport); dan

tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di

perairan (helideck).

Pembangunan tempat pendaratan dan lepas landas

Helikopter dilaksanakan sesuai standar yang telah

ditetapkan oleh Menteri.

Pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas

Helikopter wajib memenuhi ketentuan Keselamatan dan

Keamanan Penerbangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pendaratan dan

lepas landas Helikopter diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI BATU BARA,

ttd

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh

pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

ttd

SAKTI ALAM SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (6-121/2022)

Salinan sesud@i dengan aslinya

KEPALA

NETTI HERAW

GIAN HUKUM

NAINGGOLAN, SH. MH.

NIP.19800406 200903 2 006
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